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17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1995, penulis menyarankan sanksi yang diberikan 

lebih menekankan pada penjaminan pembayaran denda dan 

pengembalian kerugian keuangan negara agar kerugian tersebut 

terbayar pada praktiknhya 

2. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan di 

Indonesia, penulis menyarankan agar petugas Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai lebih ketat dalam mengawasi wilayah kepabeanan 

Indonesia yaitu meliputi semua aktivitas kepabeanan secara teratur, 

selain itu diperlukan pula peran masyarakat dan para pihak yang 

berwenang sehingga penanggulangan kejahatan penyelundupan 

tersebut terjalankan secara tindakan. 
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